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ABSTRAK

Penvalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan besar vang
sedang dihadapi oleh pemerintah, dimana tindsk pidans narkotika ini meliput sesals
Bentuk perbuatan penggunaan narkotika tanpa jzin dard pihek vane berwenang dan
lwjuzn penggunaan narkotika tersebut di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan
dan  pengobatan. Terhadap  perbuatan  penvalahpunoan narketika  tersebut  dapat
dikenakan sanksi pidana. penjatuban sanksi pidana terhadap masing-masing pelakuy
berbeda-beda wrgantung masing-masing subjek hukumnya, dimana penerspan sanksi
pidana  terhadap  pelaku  penyalahgunaon narkotika pada dasarnya  bertujuuan
memberikan elek jers terhadap pengeguna narkotika ito 2gar pengguna tersebut tidak
lagi menggunakan naratika selelsh selesal menjalani hukuman vang dijatubkan alch
hakim. [akim dalom menjatubhkan pidana mempunyvai pertimbangan-penimbangan
vang nantinya dijadikan  sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman, T8
[ndonesta tindak pidana penvalahgunaan narkotika entuk dir sendirt diator dalam
Pasal 85 1L Moo 22 Tahue 1997 tentang narkotika. jadi berdesackan ancaman pidana
dart Pasal 5 UL No. 22 Tabun 1997 diharapkan dapat menjadi scusn stau pedoman
bagi hakim  dalam membenkan pertimbangan-pertimbangan dalam menjotulikan
picdana terhadap pelaku penyalabgunoan narkotika untuk dict sendini (pemakai.
Dalam penulisen skripst i penulis mengangkat dug permasalahan yait: apa vang
menjadi  pertimbangan hakim dalam menjatehkan pidana  erhadap  pelake
penyalahpunaan narkotika wntok dicl sendini di Penvadilan Negeri Pasaman dan
apakah kendals-kendaly vang ditemui hakim dalam mempenimbangkan penjactuhan
pidunz terhadap pelaku penvalahgonasn narkotiks enink diri sendini di Pengadilan
megert Pasaman. Metede penelitian yang diperpunakan adalah metode yuridis
sesiolonis. Teknik pengumpulan data dengan cara studf pustzka, wawaneara dan studi
dokumen. Dari hasil penelition  diketahui bohwa  pertimbangan  hakim  dalam
meniluhkan pidana terhadap pelakue penvalahpunaan narkotika vniuk Jin sendiri
adalah berdasarkan perbuatan lerdakwa, motif terdakwa atay sebub menpeunakan dan
latar belakang terdakwa serta pasal-pasal vang dilanggar terdakwa, Kendala-kendala
vang ditemul hakim dalam mempertimbangkan penjaohan pidana werhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri adalah seringova terdakwa menvangksl
dakwaan dart penuntut umum, terdabwa tidak jujur dalom memberikan keteranasn
dan sulitnya mendatanpgkan saksi ke persidangan.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informas: yang
sangal pesat mengakibatkan cemakin berkembang pula bentk tindak pidana vang
terjacdi dalam masyarokat. Banyak fkior vang mempengarubi mengaps ordhg
melabukan  tindak  pidana, Ada vang melakukan tindak pidana karena tidak
mengetahui hukum yang berlabi. ada pula vang beralasan karena Faktor ekanomi, ada
g vanp melakukannya karens mengikuti gava hidup dan sehapainva. Ini jelas tdak
dlapat di terima, apapun alasannya tindak pidana tetap tindak pidana dan hagi mereka
vang melanggar hukum pidans harus 2P ditindak wiay diproses sesuai dengan
Vetentuan vang berlaka, Tindsk pidana st yang tarim disebul dalam masyarakat
adalal kejahatan merupakan saaty perbuatan vang dilerang elebh suate aturan hukum
larangan rmana diserial ancaiman (ki) vang berupa pidana terentu. bagi burang
siapa melanggar lavangan tersehur.

Menanggulangi penvilahgunasn narketika tidak jauk berbeda dengan upiyy
penangpulangan kejzhatm pada wmumnya. Cara mucalistik dan sholisionistik™ dapat
dilaksanakan secar hersama-sama akan tetapi dapa pula digumakan salab satu dari
keduanva. Penggunaan dengan cara-cant yang ads nendoknyva memperhatikan hondisi

vang paling memadai untuk mencapai hasil vang dibarapkan. [Mmana cara moralistik,

' bdoelptno. (193], Asas-dsas Hakie Pivfana, Jakaria: Rincka Cipts, Hlm 52
Sydursono, (E004Y, Kenakaian Moorcyen, Jakrb Finoka Cipla, Hlm 82



diluksanakan dengan penyebariuasan ajaran-ujoran agama dan moral, perundang-
undangan yang baik dan sarang-sarana lan yang dupal menpekang nafsy wniuk
berbual keiahatan, Cara abolisionistik vaitu berusaha memberantas, menanggulany
kejahatan dengan memberantas sebab musahahnyva umpamanya kita ketahus bahwa
faktor tekanan ekonomi (kemelaratan} merupakan salah suu faktor penvebab
kejahztan maks uszha untk mencopai kesejaliesazn untuk mengurang kejandton
vang disehabkan oleh fakor ekenomi merupakan cara abolisionistth.

Pada dasarnya penppunaan narketike atau dalam hahasa Yunani disebig
dengan Narkam vang berari menjadi kaku. semata-rmata ditujukan untuk kepentingan
umat manusia khususoya dalam hal pengobatan dan ibmu pengetahuan.  Tetap
perkermbangan selanjutnya efek keia dari narkotika vang membiuskan, menurunkan
kesadaran ddepresang, Merangsang peningkatn presiasi (sdfmudons), menagibkan,
keteruantungan  (dependence), menehavalkan  Fllusinasy jusi membahayakan
pemakainyva bila tidak dipergunakan menurul ketentuan yvang telab ditetaphan atau
prosedur  dan kehutuhannya, Pengeunzan  narkotiko  difuar pengawasin tlan
pengendalian  inilah - vang dimaksud — dengan  penyalahgunzan narkosika,”
Penvalahgunaan narkotika selain menvebabkan akibat langsung bagi si pemakal jugd
menimbulkan persoalan hukum. Tidakish mengherankan bila pecandu narkotika yang
keadaan ckonominya lermah mendorong melakukan tindak pidana atau kejabatan fain

untuk memenuhi ketergantungan narkotika tadi.
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BAB IV

PENUTLUP

A, KESIMPULAN

I3

Pertimbangen hakim terhadap peloku penvalahgunaan narkotika untuk diri
sendiri dapat dibagi menjadi dua  vaitu  pertimbangan  wvuridis  vaitu
pertimbangan hakim yang menggunakan ketentuan-ketenean dan Pasal 83
Lndang-undang Wo. 22 Tahun 1997  (entang  nerkotika.  Sedangkan
pertimbangan non yuridis adalsh pertimbangan hakim dalam menjatubkan
pidana dengan memperhatikan faktor-faktor dan dalam dan lear din pelaku.
Selain itu ada jupa pertimbangan umum dan perimbangan khusus, Hakim
dalam menjatwhkan pidanz terhadap pelaku penyalshgunasn narkotika behas
dan merdeka, asalkan tidak bertentanpen dengan  perstoran perondang-
undangan yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelako penvalahgunaan narkotika
urtuk diri sendiri tidak menemukuan kendalo-kendala vang pokok atau utama,
tetapai hakim  henya mencmuokan  kendala vang biasa  dalam  proses
persidangan scperti terdakwa menyanghkal dakwaan jaksa penuntut umum,
memberikan kererangan yvang tidek jujur atsu seka berbelit-belit don sulic

mendatangkan para saksi.
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